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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk melakukan konstruksi dan uji model green microfinance dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan di Kota Palembang.
Model penelitian yang digunakan untuk melakukan konstruksi model dan pengembangan program microfinance berbasis ‘green’ adalah penelitian terapan yang berbasis penelitian dan pengembangan. Model ini dilakukan karena penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan khusus sehingga dapat membuat keputusan tentang tindakan atau kebijakan khusus. Dalam hal ini peneliti akan melakukan konstruksi model mengenai green microfinance kemudian melakukan uji model tersebut untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan. Dari hasil observasi pendahuluan, diketahui bahwa Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang menangani microfinance. Adapun program-program microfinance berdiri secara mandiri dibawah organisasi-organisasi tertentu atau berada di bawah lembaga keuangan dan perbankan. Selain itu program microfinance yang ada belum berwawasan lingkungan atau belum mengadopsi green microfinance, baik dari sisi target, persyaratan maupun program yang diajukan. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi mengenai green microfinance dan manfaatnya baik bagi lembaga maupun kelompok sasarannya. Penelitian ini dilakukan dengan Fokus Gruop Discussion dengan pihak Perbankan yang telah mengeluarkan produk layanan pinjaman kepada UKM. Dari hasil diskusi tersebut dianalisis dan kesimpulan awal dilakukan.  Hasil kesimpulan ini kemudian disosialisasikan dengan pihak terkait untuk didiskusikan sehingga akhirnya dapat membuat kesimpulan akhir.Penentuan model Green Microfinance untuk usaha Mikro ditentukan berdasarkan penulisan dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian indikator-indikator dari hasil diskusi dibuat dan kajian pilot (pilot study) dijalankan untuk menentukan tingkat kepercayaannya maka akan dibuat suatu model Green Microfinance untuk usaha mikro.Model green microfinance yang akan dibangun berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Bansal dan Roth (2000). Dalam hal ini, Bansal dan Roth mengidentifikasi tiga penggerak utama Microfinance berwawasan green, yaitu legitimasi (tekanan stakeholder),  competitiveness (manfaat strategi dan ekonomi) dan tanggung jawab sosial. Model ini juga dikonfirmasi dengan kajian-kajian lainnya..
Kata Kunci: green microfinance, usaha mikro, berkelanjutan, 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Microfinance atau lebih dikenal dengan pembiayaan mikro atau kredit mikro atau juga dikenal dengan bantuan modal merupakan suatu program pembiayaan lunak yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan terbelakang untuk mengembangkan bisnis mereka. Tujuan dari program ini adalah menyediakan suatu bentuk dukungan bagi individu atau kelompok kurang mampu atau miskin (poor atau poorest) yang tertarik meningkatkan kinerja bisnisnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitasnya tanpa membahayakan komunitasnya.  Sedangkan green microfinance pada dasarnya sama dengan microfinance konvensional, perbedaannya adalah pembiayaan atau pinjaman lunak dalam skim ini diperuntukan bagi individu maupun kelompok yang bekerja secara langsung mendukung pembangunan sosial dan berwawasan hijau secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan yang hijau (green jobs) dan memiliki solusi progresif dan berwawasan lingkungan dalam mengurangi polusi dan kerusakan bumi. 
	Pada dasarnya, titik tolak dari green microfinance ini adalah daur ulang (recycle), perbaikan (refine) dan penggunaan kembali sumber daya  (reuse resources).  Bisnis yang berwawasan hijau (green business) tidak membahayakan lingkungan, disisi lain bisnis jenis ini mengakselerasi sosial pembangunan yang berwawasan hijau (green social development) yang memfokuskan diri pada manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, keadilan sosial, pendapatan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan mengurangi limbah pada lingkungan. Program ini bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi juga mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologi antara bisnis, sumber daya, lingkungan dan masyarakat. Bisnis mikro yang berwawasan hijau (green micro business) dapat meningkatkan pendapatan marginal individu dalam rangka untuk bertahan hidup, meningkatkan kualitas hidup serta menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
	Di Indonesia belum ada lembaga khusus yang menangani pembiayaan bagi usaha mikro. Meskipun keuangan mikro sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu di Indonesia, namun sistem pelayanan keuangan yang ada belum efektif dalam memberdayakan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan. Padahal usaha ini menghidupi sebagian besar (hampir 95%) entitas usaha di Indonesia dan dipercaya sebagai aktor ekonomi di masyarakat yang tahan terhadap gejolak krisis nasional dan internasional.
Usaha Mikro yang merupakan sektor informal atau sektor perekonomian rakyat yang jumlahnya sangat besar. Data yang ada menunjukkan bahwa 70% sektor ekonomi di Indonesia dikuasai oleh sektor informal. Jika tidak diberdayakan akan menciptakan kemiskinan yang lebih besar. Dengan demikian usaha mikro memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan bila diberdayakan secara tepat dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, akan  meningkatkan skala usaha mereka yang tentunya hal ini akan berdampak pada terciptanya tujuan awal yaitu menghapus kemiskinan di Indonesia serta mengembangkan usaha mikro yang berkelanjutan. Untuk mendorong upaya tersebut, pengembangan green microfinance atau pembiayaan mikro yang berwawasan lingkungan merupakan langkah strategis yang tidak dapat dielakkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi dan uji model green microfinance. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menciptakan suatu model green microfinance yang berguna untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
1.2 Urgensi Penelitian
Berkembangnya layanan mikro merupakan salah satu industri keuangan baru yang tumbuh pesat dalam kurun waktu saat ini, dimana telah menjadi suatu sistem intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern.
Model penelitian yang digunakan untuk melakukan konstruksi model dan pengembangan program microfinance berbasis ‘green’. Model ini dilakukan karena penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan khusus sehingga dapat membuat keputusan tentang tindakan atau kebijakan khusus. Dalam hal ini peneliti akan melakukan konstruksi model mengenai green microfinance kemudian menguji model tersebut untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan.


1.3 Temuan yang ditargetkan 	
Temuan yang ditargetkan adalah:
1. Menemukan konstruksi  model mengenai green microfinance untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan
2. Melakukan uji model green microfinance untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan

1.4  Luaran Penelitian
Luaran penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak khususnya di bidang Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro yang melayani pinjaman kepada nasabah terutama UKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan serta rekomendasi untuk membuat syarat dalam peminjaman modal khususnya bagi UKM yang mengeluarkan produk untuk ramah lingkungan sebagai tanggung jawab sosial kepada konsumen dan lingkungannya.

2. Publikasi   pada Seminar Nasional dan  Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi. 









BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Evolusi Green Microfinance
Institusi microfinance berkembang dengan cepat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu disamping untuk mendapatkan tujuan keuangan juga memiliki tujuan pembangunan atau tujuan sosial (Copestake, 2007). Kemudian, tujuan ini berkembang dimana beberapa institusi microfinance mulai mempertimbangkan tujuan ketiga yang berhubungan dengan lingkungan (FMO, 2008; GreenMicrofinance, 2007; Hall, et al, 2008; Rippey, 2009; Schuite & Pater, 2008; Van Elteren, 2007). Sementara tujuan lingkungan secara tradisional diterjemahkan oleh lingkungan usaha sebagai strategi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) (Carroll, 2008).  Namun dalam perkembangannya beberapa institusi microfinance  telah  memulai  untuk mengadopsi strategi baru, misalnya merancang suatu produk keuangan yang dapat meningkatkan aktivitas yang lebih ramah lingkungan dan lebih berteknologi. Dalam hal ini institusi melakukan kampanye perilaku-perilaku yang mendukung lingkungan atau melakukan penyaringan (screening) dalam kriteria aplikasi pinjaman yang berbasis lingkungan.
Walaupun terdapat peningkatan kesadaran lingkungan dalam sektor microfinance (Anderson & Locker, 2002), namun sampai saat ini tidak terdapat bukti empiris mengenai karakteristik dari green microfinance dan institusi yang telah menjalankan program ini. Dalam hal ini, konsep green microfinance tidak memberikan hal-hal yang spesifik mengenai pendekatan 3 tujuan diatas dalam semua jenis institusi microfinance. Selain itu, dilapangan institusi keuangan bermasalah dalam menghadapi berbagai variasi dan jenis dari institusi seperti, ukuran, status, kinerja atau misinya.
2.2 Pentingnya Green Microfinance
Pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan bisnis yang berwawasan hijau (green business development) pada skala mikro harus memfokuskan diri pada tujuan mencakup ekonomi, sosial dan kepentingan lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh Allen dan Thomas (2000), Anderson (2000), Chambers dan Conway (1992), Colbert (2004), Clarke and Clegg (1998), Hick (2004), McDonald dan Oates (2006), Milani (2001), Prahalad dan Hamel (2006), Slayter (2003), Torjman (1998), WECD dan Yunus (2002). Kajian- kajian tersebut menjelaskan bahwa fokus pada tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan elemen-elemen yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, dalam hal ini akan berkontribusi pada ekonomi lokal, pembangunan yang berwawasan hijau  (green development), hidup yang berkelanjutan (sustainable livelihood) baik pada level lokal maupun nasional. 
Terdapat beberapa alasan mengapa microfinance memiliki relevansi terhadap lingkungan. Pertama, perhatian kepada lingkungan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup dari kaum miskin. Kedua, adanya transformasi dan hubungan teknologi yang berwawasan hijau (green technologies) merupakan hubungan yang ideal dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan juga akan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, microfinance merupakan suatu bentuk decentralisasi dari investasi, yang secara total sesuai dengan bentuk desentralisasi hijau dari produksi.
2.3  Konsep Pemberdayaan 
Konsep empowerment, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “Pemberdayaan“ merupakan sebuah konsep yang terbentuk sebagai bagian dari perkembangan ide-ide masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya di Eropa. Konsep empowerment mulai ada sejak dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus secara bertahap   selama dekade 90-an  dan pada akhir abad ke 20-an. Konsep ini telah menjadi sebuah ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri yang menjadi dasar dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (editor) : 1996 : 56-57). Ditambah dengan konsep empower yang diterjermahkan dalam Bahasa  Indonesia mempunyai arti memberdayakan. Menurut kamus Oxford English ditemukan kata “ empower”  yang mengandung arti yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain atau keberdayaan (Keppi sukesi dkk : 2002 : 16-17). pendapat Kindervatter mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupaka proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar : 2007 : 77) . 
Hopson dan Scally menyatakan individu yang lebih berdaya menampakkan sikap-sikap : terbuka kepada perubahan, asertif, proaktif, bertanggungjawab, terarah, sensitif, suka belajar dari kesalahan, berani maju, kekinian, realistik, berpikir relatif, mencari alternatif, mengembangkan komitmen, menghargai dirinya, mengevaluasi orang, peka terhadap masyarakat, menyenangi orang banyak, mengacu ke kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Hopson dan Scally juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (life skills training). Lebih lanjut dalam hal pemberdayaan melalui pembelajaran pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (life skills) menurut Nadler (1982) mengungkapkan bahwa pelatihan (training) adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat menDesak karena adanya kebutuhan sekarang. ( Anwar : 2007 : 78 : 103-105).
Menurut Suhendra bahwa pemberdayaan adalah suatu  kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbetuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Selanjutnya pemberdayaan menurut ife pada tahun 1995 adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “ empowerment aims to increase the power of  disadvantages atau maksudnya ialah bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung) (Suhendra : 74-77). 
Menurut Randy & Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 1). Tahap penyadaran: sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 2).Tahap pengkapasitasan : pada Tahap ini bahwa Pengkapasitasan (capacity building) bisa juga disebut seagai  memampukan atau enabling. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu sebelum yang bersangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran agar diberikan lebih dahulu program pemampuan untuk membuat sasaran mempunyai keahlian atau keterampilan (skillfull) atau mampu  dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi  sasarannya dalam menerima daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti halnya  melakukan pelatihan, workshop, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.Pengkapasitasan organisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang akan menerima daya.  Pengkapasitasan sistem nilai dilaksanakan setelah manusia dan wadahnya dimampukan atau dikapasitaskan.  Sistem nilai merupakan  aturan main atau rule of the game. Pada level organisasi, sistem nilai seharusnya tertuang dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan organisasi, dan sejenisnya. Pada level yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan good governance.  Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu sasaran dan membuatkan aturan main (rule of the game) di antara mereka sendiri. 3). Tahap pendayaan : pada tahap pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang  atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Pada hakekatnya   proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima. Selanjutnya untu pemberdayaan perempuan itu menurut pendapat Karl (1995)  mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut Argumen Vargas pada tahun 1991 mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, 1996 : 63 ). Kalyanamita mendifinisikan pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku (http : // nmc.ppk.or.id diakses tanggal 17 Januari 2012 jam 13.00 WIB ). Menurut Rifai pada tahun 1996 dalam penelitiannya pemberdayaan perempuan merupakan memberikan kemampuan memotivasi perempuan dalam menunjukan wujud sosok perempuan aktor transformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh tiga wujud penampilan mereka, yaitu sebagai dirinya (self), ibu rumah tangga, dan sebagai kader PKK (Anwar : 2007 : 90) Berdasarkan argumen moser, inti dari strategi pemberdayaan (empowerment) sebenarnya bukan bertujuan  menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada laik-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut  lebih berupaya untuk menidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekadar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal (Bagong Sugianto dan Emy susanti Hendrarso (penyuting) : 1966 : 154
2.4 Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 
Pemberdayaan usaha kecil dan Menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia,khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemisikinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UKM telah dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2008 mencapai 51,3 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. 
Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain : 
a. Kredit usaha dari danan Surat Utang Pemerintah (SUP-005)
b. Perkuatan permodalan dengan pola kemitraan
c. Linkage program antara Bank Umum dengan Koperasi
d. Pembiayaan produktif konvensional dan syariah
e. Bantuan dana bergulir sektoral 
f. Bantuan sarana pasar
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Studi Pendahuluan
Microfinance merupakan salah industri keuangan baru yang tumbuh pesat dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada awalnya di era tahun 1960-an, microfinance termasuk bagian dari program pembangunan yang menyalurkan kredit bersubsidi untuk menunjang pembangunan pertanian, penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di wilayah pedesaan khususnya di negara-negara berkembang. Kini microfinance telah menjadi suatu sistem intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern. Microfinance merupakan pembiayaan dengan skala mikro. Makna mikro dalam dalam konteks ini berkaitan dengan nilai transaksi dan kapasitas keuangan nasabah yang umumnya masuk ke dalam kategori miskin seperti yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAPdan ADB “microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer services and other financial products targeted at low-income clients”. Sedangkan difinisi yang lebih rinci dirumuskan oleh Marguerite Robinson dalam bukunya yang cukup fenomenal The Microfinance Revolution Volume I & II yakni “microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; who provide services; who work for wages or commissions; who gain income from renting out small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of developing countries, both rural and urban”. 
Dari berbagai pengertian tersebut di atas bahwa microfinance mengandung tiga elemen utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan yaitu:
1. Batasan transaksi
Nilai transaksi microfinance tidak bersifat universal artinya tidak ada konvensi internasional yang menetapkan nilai transaksi yang masuk kategori kecil atau mikro. Di Indonesia, nilai transaksi microfinance hanya dirumuskan pada batasan kredit mikro saja yakni maksimum Rp50 juta. Sedangkan untuk transaksi keuangan lainnya seperti simpanan, asuransi, remittance, sistem pembayaran tidak ada pengaturan yang jelas. 
2. Segment Pasar 
Microfinance memiliki keunikan dalam melayani masyarakat yakni terfokus pada masyarakat miskin yang terbagi menjadi empat kelompok: 
Kelompok I yakni the poorest of the poor. Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena faktor usia, sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan. 
Kelompok II yaitu labouring poor. Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang bersifat padat karya. 
Kelompok III adalah self-employed poor. Merupakan penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.
Kelompok IV ialah enconomically active poor. Golongan yang telah memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki surplus income
Adapun program-program microfinance berdiri secara mandiri dibawah organisasi-organisasi tertentu atau berada di bawah lembaga keuangan dan perbankan. Selain itu program microfinance yang ada belum berwawasan lingkungan atau belum mengadopsi green microfinance, baik dari sisi target, persyaratan peminjaman maupun program yang diajukan. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi mengenai green microfinance dan manfaatnya baik bagi lembaga maupun kelompok sasarannya.
Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup pada saat yang tepat merupakan salah satu faktor penting bagi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi kondisi ideal tersebut hampir tidak mungkin terjadi pada masyarakat miskin karena terbatasnya resource sehingga memerlukan adanya intervensi keuangan untuk menutup gap yang ada. Ada lima pola intervensi microfinanc, misalnya dalam pembiyaan yakni:
1. Income smoothing 
Menutup kebutuhan keuangan karena adanya gap antara pendapatan dan pengeluaran karena faktor musim atau siklus upahan. Umumnya petani membutuhkan dana pada masa tanam untuk membeli sarana produksi dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal yang sama juga terjadi pada para pekerja atau buruh yang menerima upah secara berkala. 
2. Cash flow injection 
Mengatasi aliran kas (terjadi kesenjangan antara aktiva lancar dan pasiva lancar) yang terutama bagi usaha mikro yang menerapkan sistem pembayaran kredit atau karena ada kebutuhan strategis misalnya untuk memenuhi kontrak bisnis yang bersifat sesaat. 
3. Emergency relief 
Merupakan asistensi keuangan untuk mengatasi kebutuhan mendadak karena adanya musibah keluarga, sakit dan bencana alam, kehilangan pekerjaan, biaya pendidikan dan kebutuhan jangka pendek lainnya karena umumnya masyarakat miskin tidak memiliki tabungan atau asuransi. 
4. Asset building 
Menyediakan dana yang bersifat jangka panjang untuk membeli aktiva tetap (peralatan rumah tangga), kendaraan, hewan ternak, properti , dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau dapat dikonversikan kembali menjadi uang. 
Secara empiris, efektivitas dari intervensi microfinance memberikan dampak yang positif terhadap rumah tangga. Secara umum mekanisme dampak tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: 
Pertama, akses keuangan yang berkelanjutan merupakan faktor produksi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dalam hal ini menghasilkan double impact yaitu pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Adanya pendapatan yang stabil akan mempermudah untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal yang layak, kendaraan, barang berharga, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, akan mendorong terbentuknya rumah tangga yang mandiri dan sejahtera. 
Kedua, adanya jaminan pembiayaan mendorong pengusaha mikro mengambil keputusan bisnis jangka panjang dan melakukan investasi yang menguntungkan. 
Kehadiran lembaga microfinance akan meningkatkan awareness dan mendorong masyarakat miskin menggunakan instrumen moneter seperti tabungan, sistem pembayaran, transfer uang dan asuransi sehingga meningkatkan likuiditas dan dinamika ekonomi lokal. 
Ketiga, efektivitas intervensi microfinance yang dijelaskan sebelumnya telah mendorong berbagai inisiatif mengembangkan produk dan jasa keuangan lainnya untuk melayani masyarakat miskin, antara lain housing microfinance. 
Lembaga yang mengelola program microfinance dapat bersifat formal, semi formal dan informal. Sedangkan mekanisme intermediasi microfinance dikelompokkan menjadi dua pendekatan yakni minimalist yang mengadopsi sistem perbankan dan integrated menggunakan kombinasi antara intermediasi keuangan dan intermediasi sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Eksistensi microfinance di lingkungan masyarakat miskin cukup mengakar yang tercermin dari banyaknya jumlah nasabah dan cakupan jaringan kerja. Data yang dihimpun dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa jaringan microfinance telah mencapai 55 ribu kantor yang menyalurkan pinjaman sebanyak Rp28 triliun kepada sekitar 35 juta nasabah serta berhasil menghimpun dana sebesar Rp38 triliun yang tercatat dalam 36 juta rekening. Struktur microfinance Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu formal, semiformal dan informal. 
Kelompok formal microfinance lembaga keuangan yang diatur oleh UU Perbankan, meliputi bank umum yang memiliki unit bisnis microfinance dan BPR. Saat ini ada tiga bank umum yang secara khusus memiliki eksposur di microfinance yakni BRI-Unit dengan sistem BRI-Unit, Bank Danamon yang mengembangkan Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan Bank Mandiri melalui Microbanking Unit. Namun demikian, ada beberapa bank yang juga melayani pasar microfinance secara tidak langsung, misalnya melalui linkage program dengan BPR atau LKM. Lembaga formal microfinance melayani masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok III dan IV dengan menawarkan produk dan jasa perbankan seperti kredit untuk berbagai keperluan, simpanan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, transfer uang, sistem pembayaran dan jasa keuangan lainnya. Namun untuk BPR diberlakukan batasan operasi antara lain tidak diperkenankan melayani produk giro karena tidak termasuk dalam sistem kliring perbankan dan melakukan transaksi valuta asing. Prinsip operasional dan pola interaksi dengan nasabah yang digunakan oleh kelompok ini cenderung bersifat formal dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan umum sehingga daya penetrasinya hanya terbatas pada nasabah yang bankable. 
Semiformal microfinance adalah lembaga keuangan yang diatur oleh pemerintah melalui PP atau Perda. Bentuk dan sistem operasional kelompok ini cukup bervariasi seperti Perum Pegadaian, Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan konsep koperasi, Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan (LDKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Baitul Maal Wa’atamwil (BMT) dan LKM yang terdaftar lainnya. Pasar utama semiformal microfinance adalah penduduk miskin dengan kategori kelompok II dan III serta sebagian kecil yang masuk dalam kelompok IV. Produk keuangan yang ditawarkan adalah kredit dan simpanan yang berbasis pada keanggotaan, namun khusus Pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Sesuai dengan penggolongannya, sebagian besar platform operasional lembaga ini bersifat semiformal, artinya mengadopsi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam membangun hubungan dengan nasabah atau anggotanya cenderung menggunakan cara-cara yang bersifat informal. 
Informal microfinance berbagai macam bentuk kelembagaan dan kepemilikan dan metode yang digunakan. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada regulasi khusus yang mengaturnya, mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelompok arisan, rentenir, dan lain-lain. Keunikan dari informal microfinance adalah menyediakan fasilitas kredit (cash atau non cash) yang didasarkan pada hubungan individu, kelompok dan jalinan bisnis. Untuk lembaga microfinance yang berbentuk LSM, pemberiaan kredit juga diikuti dengan program pemberdayaan dan asistensi non keuangan lainnya.



















BAB III
		TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	

3.1 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi dan uji model green microfinance dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan di Kota Palembang

3.2 MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini, yaitu pemerintah daerah dan institusi keuangan terkait serta UKM untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.














	




	
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1  Penelitian
Model penelitian yang digunakan untuk melakukan konstruksi model dan pengembangan program microfinance berbasis ‘green’ adalah penelitian terapan yang berbasis penelitian dan pengembangan. Model ini dilakukan karena penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan khusus sehingga dapat membuat keputusan tentang tindakan atau kebijakan khusus. Dalam hal ini peneliti akan melakukan konstruksi model mengenai green microfinance kemudian melakukan uji model tersebut untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan. 
4.2 Bagan Alir Penelitian	
Alir  penelitian dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan fishbone diagram. Fishbone diagram merupakan suatu teknik quality-management yang dapat dipakai untuk mencari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah (Wycckoff, 2001). Pertama kali yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang mendorong peneltian ini harus dilakukan. Setelah permasalahan dapat diidentifikasi, tujuan dan manfaat penelitian dideskripsikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ruang lingkup dan batasan penelitian. Pada tahap ini, penentuan populasi penelitian serta komponen-komponen yang berada dalam aspek Model Green Microfinance dilakukan. Setelah populasi diidentifikasi barulah peneliti mengumpulkan informasi tentang populasi yang ditargetkan sehingga dapat ditentukan besarnya sampel yang diikuti dengan pemilihan sampel.
Penelitian ini dilakukan dengan Fokus Group Discussion dengan pihak Perbankan yang telah mengeluarkan produk layanan pinjaman kepada UKM dengan wawancara langsung dan diskusi, hal ini dilkukan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Keputusan ini secara logis disebabkan beberapa kendala pengumpulan data, karena itu tidak munhkin untuk dilakukan di semua Perbankan yang ada di kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka semi terstruktur untuk memandu wawancara. Pertanyaaan dan diskusi dilakukan dengan pedoman pertanyaan.  
Adapun Pedoman Pertanyaan yang fleksibel dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Definisi misi perbankan khusus layanan kredit mikro
2. Persepsi tentang pentingnya dampak nasabah terhadap lingkungan
3. Pendapat tentang peran Lembaga Keuangan Mikro dalam menanggulangi inti lingkungan
4. Kapasitas Lembaga Keuangan untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan
5. Tingkat keterlibatan dalam green microfinance
6. Sejarah keterlibatan dalam keuangan mikro
7. Kepentingan  strategis untuk go green 
8. Tekanan sosial   dari pemangku kepentingan
Penentuan model Green Microfinance Untuk usaha Mikro ditentukan berdasarkan penulisan dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian indikator-indikator dalam wawancara dan hasil diskusi  dibuat dan kajian pilot (pilot study) dijalankan untuk menentukan tingkat kepercayaannya. Setelah mengevaluasi hasil diskusi, maka akan dibuat suatu model Green Microfinance untuk usaha mikro. Hasil kesimpulan ini kemudian disosialisasikan dengan pihak terkait  untuk didiskusikan sehingga akhirnya dapat membuat kesimpulan akhir. 
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BAB V
HASIL YANG DICAPAI

Kajian-kajian teoritis dan penelitian terdahulu di kumpulkan dan dianalisis dalam rangka membangun model green microfinance dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Model green microfinance yang akan dibangun berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Bansal dan Roth (2000). Dalam hal ini, Bansal dan Roth mengidentifikasi tiga penggerak utama Microfinance berwawasan green, yaitu legitimasi (tekanan stakeholder),  competitiveness (manfaat strategi dan ekonomi) dan tanggung jawab sosial. Model ini juga dikonfirmasi dengan kajian-kajian lainnya. Wiliamson (2006) mengidentifikasi undang-undang dan kinerja usaha sebagai penggerak utama tanggung jawab ekologi pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Lebih lanjut Gonzales-Benito (2005) melakukan wawancara terhadap perusahaan manufaktur dan menemukan bahwa perusahaan tersebut termotivasi oleh persaingan ekonomi yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan transformasi lingkungan.
Dari beberapa peneliti seperti Rippey( 2009; Van Elteren, 2007) menekankan bahwa keuangan mikro seperti bisnis lain atau pemangku kepentingan, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) sudah mulai melihat kinerja lingkungan mereka. Sehingga pentingnya lembaga keuangan mikro dalam memahami isu lingkungan dan menjalankannya merupakan bagian dari tanggung jawab mereka.  Allet (2012) pada beberapa literattur lainnya bahwa kinerja lingkungan perusahaan dan kinerja keuangan mikro didasarkan indikator kinerja manajemen dan disesuaikan dengan kekhususan pada sektor keuangan mikro, menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro yang menangani isu-isu lingkungan melakukan beberapa strategi :
(1) Mengadopsi kebijakan lingkungan
(2) Mengurangi jejak ekologi internal mereka
(3) Mengelola risiko lingkungan dari kegiatan klien mereka
(4) Menyediakan hijau kredit mikro untuk mempromosikan kegiatan ramah lingkungan atau teknologi bersih, 
(5) Melaksanakan jasa non-keuangan seperti kampanye peningkatan kesadaran lingkungan.
Dengan pengukuran kinerja lingkungan ini dapat digunakan lembaga keuangan mikro maupun Perbankan sebagai pedoman untuk perencanaan internal, strategi manajemen.
Teori Kognitif Sosial
Teori kognitif sosial, yang dikembangkan oleh Albert Bandura(1986) didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia melalui human agency dan reciprocal determinism.
Human agency adalah kapasitas untuk mengarahkan diri sendiri melalui kontrol terhadap proses berpikir, motivasi dan tindakan diri sendiri. 
Human agency dikonseptualisasikan dalam tiga cara utama: 
1)Autonomous agency, di mana orang merupakan agen yang sepenuhnya mandiri bagi tindakannya sendiri
2)Mechanical agency, di mana agency tergantung pada faktor lingkungan 
3)Emergent interactive agency, yang merupakan model bagi teori kognitif sosial. 
Emergent interactive agency didasarkan pada model timbalbalik tiga arah (triadic reciprocality). 
Reciprocal artinya hubungan saling menyebabkan antara tiga faktor, yaitu : perilaku (B), faktor kognitif dan personal (P), dan pengaruh lingkungan (E), yang masing-masing beroperasi secara mandiri sebagai faktor penentu bagi faktor-faktor lainnya. Pengaruh-pengaruh tersebut bervariasi dalam kekuatannya dan tidak terjadi secaraberbarengan. Perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara peristiwa eksternal dan faktor-faktor personal seperti kemampuan genetiknya, kompetensi yang dipelajarinya, pikiran reflektif dan inisiatifnya. Orang bebas sebatas kemampuannya untuk menggunakan pengaruhnya terhadap dirinya ( self-influence) dan menentukan tindakannya sendiri.
Keterhubungan antara model tanggung jawab ekologi dalam microfinance dan kognitif sosial dalam menjalankan green microfinance ini memberikan informasi bagi pihak perbankan dan Lembaga keuangan untuk memahami dan menjalankan bahwa tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai daya saing perusahaan dan dapat menjadikan ciri dalam perusahaan itu untuk melakukan layanan kredit mikro kepada nasabahnya sebagai syarat utama.
Demikianpula dengan pihak UKM bahwa faktor lingkungan sudah menjadi salah satu  perhatian dalam menghasilkan suatu produk, artinya perilaku manusia dalam tanggungjawab lingkungan dan sosial  merupakan hasil interaksi timbal balik antara peristiwa eksternal dan faktor-faktor personal seperti kemampuan genetiknya, kompetensi yang dipelajarinya, pikiran reflektif dan inisiatifnya serta motivasinya untuk menciptakan suatu produk yang ramah lingkungan. 
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1. Legitimasi/ Pengesahan
Bansal & Roth (2000) mengidentifikasi legitimasi sebagai motif pertama untuk merespon terhadap  ekologi perusahaan. Bagi mereka, legitimasi adalah "keinginan perusahaan untuk meningkatkan ketepatan tindakannya dalam sebuah kumpulan peraturan, norma, nilai-nilai, atau keyakinan" (Suchman, 1995). Dengan kata lain, perusahaan  merasa dipaksa untuk go green menanggapi harapan stakeholder 'dan mendapatkan legitimasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang mereka.
Di sektor keuangan mikro, sejumlah pemangku kepentingan keuangan mikro telah mulai memiliki harapan mengenai tanggung jawab lingkungan LKM  meskipun tekanan tidak tampak sangat kuat namun sejauh mana dapat memiliki pengaruh pada keputusan LKM 'untuk go green? Dalam berbagai penelitian (Bansal & Roth, 2000;. Céspedes et al, 2003;. Williamson et al, 2006), legitimasi diidentifikasi sebagai  yang paling berpengaruh untuk tanggap  terhadap ekologi di sektor manufaktur. Selanjutnya, Bansal & Roth (2000) menekankan  pada legitimasi bahwa perusahaan manufaktur cenderung hanya mengadopsi pendekatan reaktif untuk mematuhi peraturan; mereka berusaha untuk meminimalkan risiko dan biaya yang mereka bisa hadapi dengan cara melakukan audit lingkungan  dan biasanya perusahaan lain akan mengikuti seperti yang dilakukan salah satu dari perusahaan yang telah menjalankan sektor legitimasi dalam menjalankan green microfinance kemudian untuk menilai apakah hasil yang sama berlaku untuk sektor keuangan mikro.
2. Daya Saing 
Dalam literatur pada topik keuangan mikro mengidentifikasi daya saing sebagai motif utama bagi yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Menurut penulis yang berbeda, akan  green memerlukan manfaat strategis dan keuangan yang jelas untuk keuangan mikro lembaga sendiri. Pertama, dengan menangani isu-isu lingkungan, LKM bisa mendapatkan akses ke pendanaan baru dari investor bertanggung jawab sosial, yang dapat membantu mereka memperluas kegiatan mereka dan akhirnya mengurangi biaya modal mereka (GreenMicrofinance, 2007;. Pikholz, et al, 2005; SEEP Network, 2008; UNEPFI, 2006). Kedua, mereka bisa diversifikasi penawaran mereka, menjelajahi pasar, membedakan dari pesaing dan menarik nasabah dengan mengusulkan produk layanan kredit' yang menarik; misalnya, dengan membantu nasabah untuk meningkatkan produktivitas mereka melalui akses ke teknologi hemat energi atau pelatihan dalam teknik produksi yang berkelanjutan (Araya & Christen, 2004; Hall, et al, 2008;. Schuite & Pater, 2008; SEEP Network, 2008). Ketiga, mereka bisa meningkatkan citra publik dari lembaga mereka,    mendorong motivasi karyawan, meningkatkan perluasan pasar, meningkatkan hubungan eksternal dan menghindari risiko reputasi buruk yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan mereka (Hall, et al, 2008;. Rippey, 2009; SEEP Jaringan, 2008; Van Elteren, 2007; Zutshi & Sohal, 2004). Dan keempat, LKM dapat mengurangi risiko kredit dengan pengelolaan risiko lingkungan nasabah. Alasan di sini adalah bahwa risiko lingkungan dapat mengurangi solvabilitas nasabah. Bisnis dapat menjadi tidak berkelanjutan karena menipisnya sumber daya alam; masalah reputasi bisa muncul yang akan mempengaruhi kegiatan; denda bisa dikenakan untuk tidak menghormati peraturan lingkungan; masalah kesehatan mungkin muncul akibat polusi, dll Mengelola risiko lingkungan dari nasabah maka akan menghindari mereka langsung diterjemahkan ke dalam risiko kredit untuk LKM (Coulson & Dixon, 1995; FMO, 2008; Triodos Facet, 2009; UNEPFI, 2006; Van Elteren, 2007).Dalam studi mereka, Bansal & Roth (2000) mengidentifikasi daya saing sebagai tolak ukur untuk tanggap terhadap ekologi di sektor manufaktur.
3. Tanggung Jawab Sosial 
Ketiga diidentifikasi oleh Bansal & Roth (2000) dalam model mereka adalah tanggung jawab sosial. Hal ini mengacu pada kekhawatiran bahwa perusahaan memiliki nilai kewajiban sosial untuk kebaikan sosial. Perusahaan memutuskan untuk go green karena memilki kewajiban tanggung jawab, atau filantropi, bukan kepentingan pribadi (L'Etang, 1995). Motivasi ini lebih etis, sedangkan faktor legitimasi dan daya saing lebih pragmatis (Bansal & Roth, 2000). Salah satu kekhususan sektor keuangan mikro adalah bahwa inti   tanggung jawab sosial layanan mikro diharapkan untuk memenuhi misi sosial mereka: untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang masih rentan kecuali dari perbankan yang berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Layanan mikro seharusnya didorong oleh keprihatinan etis, sebelum kita mulai mempertimbangkan masalah ekologi.
Hasil dari Observasi dan Wawancara :	
1. Bentuk Layanan  Mikro
Bentuk layanan yang diberikan Unit Layanan Mikro  dalam memenuhi kebutuhan nasabah:
2. Reliabilitas Layanan
Reliabilitas yang dimiliki Unit Layanan Mikro dapat dilihat dari para karyawan yang melayani nasabah di kantor selalu memberikan pelayanan yang baik. karyawan terlihat ramah, sopan, dan mempunyai hubungan baik dengan nasabahnya. Untuk  pelayanan di lapangan atau di luar kantor, pihak Unit Layanan Mikro  berusaha memberikan  pelayanan yang cepat dan tanggap. Terlihat dari petugas pemasaran yang berusaha tepat waktu apabila ada permintaan dari nasabah. Pada saat memberikan pelayanan  pihak Unit Layanan Mikro  juga berusaha berkomunikasi dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman bertransaksi di Unit Layanan Mikro.
3. Daya Tanggap Layanan Mikro
Daya tanggap yang dimiliki Unit Layanan Mikro terlihat pada saat memberikan layanan kepada nasabah yang melakukan realisasi terbukti karyawan cepat dalam  memproses permintaan nasabah, setelah pemrosesan selesai pencairan dana langsung bisa dilakukan. Pada bagian pemasaran apabila ada nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi di kantor Layanan Mikro maka pihak pemasaran akan mendatangi nasabah tersebut dan melakukan transaksi di rumah nasabah. Untuk bagian administrasi juga memberikan penjelasan dengan detail dan jelas ketika ada nasabah yang kurang mengerti tentang transaksi juga terkait informasi produk. Dalam melayani nasabah, karyawan juga saling membantu apabila ada nasabah yang belum dilayani maka karyawan yang saat itu tugasnya kosong bisa membantu memberikan pelayanan kepada nasabah. 
4. Jaminan Layanan Mikro
Karyawan LKM memiliki kemampuan yang berpengalaman di bidangnya, karyawan juga memiliki pengetahuan yang luas dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat saat nasabah melakukan transaksi pihak karyawan layanan mikro berusaha memberikan suasana nyaman kepada nasabah. Karyawan dalam memberikan  pelayanannya menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah (Bahasa Indonesia ). Selain itu juga terlihat cara karyawan di kantor saat memberikan pelayanannya dengan sopan, ramah, dan bersahabat namun juga cepat dalam proses transaksi. Hal lain yang dimiliki oleh karyawan layanan mikro  adalah reputasi yang baik dan terpercaya oleh nasabahnya. 
5. Empati Layanan Mikro
Pihak Layanan Mikro berusaha agar karyawannya untuk cepat dalam memberikan informasi layanan yang dibutuhkan nasabah. Hal ini terlihat ketika ada informasi terkait Layanan Mikro dan produknya karyawan ULM selalu memberitahu nasabah. Dalam melayani keluhan nasabah, karyawan ULM juga terlihat sangat sabar dan mendengarkan dengan baik, kemudian karyawan berusaha untuk memberikan solusi atau jawaban dari keluhan nasabah dengan cara yang baik. Pihak LKM juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk nasabah dengan kebutuhan khusus. Seperti nasabah prioritas diberikan bunga yang relatif ringan dan pencairan dana atau realisasi bisa dilakukan di rumah nasabah. 
6. Bukti Fisik Layanan ULM
Bukti fisik yang dimiliki layanan mikro dapat dilihat dari kondisi kantor, fasilitas yang mendukung, dan peralatan yang digunakan. Kondisi kantor ULM terlihat rapi,  bersih, dan tertata dengan baik. 
Bukti fisik yang dimiliki juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimiliki seperti tempat parkir yang kurang luas dan ruang tunggu nasabah yang kurang memadai. Sedangkan fasilitas yang dimiliki ULM terdiri dari alat transportasi, alat pengolahan data dan pelayanan pelanggan, dan alat komunikasi. ULM memiliki alat transportasi berupa sepeda motor dan mobil yang digunakan untuk melayani nasabah dalam melakukan transaksi di luar kantor. Alat  pengolahan data yang dimiliki ULMberupa komputer dan perangkatnya yang digunakan dalam pengolahan data nasabah. Dalam memudahkan menjalin koordinasi antar pegawai ULM dan cara berkomunikasi dengan nasabahnya ULM  juga dilengkapi dengan alat komunikasi yang berupa telepon dan handphone.
Dengan Model Tanggung Jawab Ekologi pada  Microfinance yang dijalankan oleh Bansal dan Roth maka ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dalam penerapan yang akan di bangun  berdasarkan kajian tersebut. Pihak Perbankan  termotivasi karena  persaingan ekonomi yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan transformasi lingkungan.Persepsi Perbankan sebagai kreditor dalam memberikan layanan peminjaman kepada UKM (nasabah) dapat menambahkan dalam syarat peminjaman sebagai tanggung jawab sosial dengan lingkungan yang mengarahkan ke green microfinance seperti produk yang dihasilkan dapat menjamin kesehatan atau hygienis, pihak Perbankan dapat memberikan pelatihan seperti bagaimana mendapatkan sertifikat halal dari pihak terkait dalam hal ini Badan Penyuluhan Obat dan Makanan (BPOM).



	













BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa kesulitan yang ditemui tim peneliti. Dalam masalah administratif. Dalam hal ini sangat sedikit perbankan yang berwawasan lingkungan sehingga menyulitkan dalam melakukan survey, pendataan, observasi dan wawancara. Hal lain yang menghambat proses penelitian ini adalah masalah organisasi pelaksana, dimana kesulitannya terletak pada internal team pelaksana kami yang masih belum bisa sepenuhnya dalam management waktu dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan keorganisasian dan kegiatan kampus sering terabaikan begitu saja. Pada masalah organisasi pelaksana ini upaya yang kami lakukan dengan menjadwalkan waktu khusus dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Disisi lain, masalah yang kami hadapi dalam hal keuangan adalah minimnya dana yang disetujui oleh Dirjen Dikti sehingga program kami kurang berjalan secara optimal. Upaya yang kami lakukan adalah mengatur kembali sistem keuangan yang akan  direalisasikan.
6.2 Saran
Harus ada program intensifikasi administratif bagi perbankan yang berwawasan green microfinance.
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